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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun 

membawa dampak positif khususnya yang terjadi pada perkembangan 

teknologi dibidang informasi. Perkembangan teknologi informasi 

menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja 

konvensional ke era digital. Seperti dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring, bahwa Pemerintah sudah 

mulai melakukan peralihan di pelayanan konvensional ke pelayanan 

digital bidang kependudukan. 

Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya 

disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis 

elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

Pada perkembangannya tidak semua pemerintah kabupaten telah 

mengimplementasikan pelayanan administrasi kependudukan secara 

daring dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Oleh 

sebab itu, akan dijelaskan beberapa kendala yang dihadapi, sehingga 

implementasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring belum 

bisa berjalan maksimal. 

Peneliti memandang perlu melakukan studi implementasi untuk 

mengetahui pelaksanaan pelayanan secara daring pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan kajian secara empirik dan 
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ilmiah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Secara Daring (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten Musi Rawas Utara). 

Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa kendala yang dapat 

menyebabkan pelayanan administarsi kependudukan secara daring 

belum diterapkan secara maksimal, yakni : 

1. Keadaan sumber daya manusia yang masih kurang mendukung; 

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai. 
 

Untuk penjelasan lebih lengkap akan diuraikan sebagai berikut : 
 
 

1.1.1. Keadaan sumber daya manusia yang masih kurang 

mendukung 

Dalam suatu organisasi hal paling penting yang perlu diperhatikan 

adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapai 

tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam 

suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan 

secara efektif dan efisien, sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna 

yang tinggi. Manajemen SDM adalah rangkaian strategis, proses dan 

aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara 

mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu SDM-nya (Rivai, 

2014). Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di 

sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi 

itu. Adapun pengertian sumber daya manusia menurut Sedarmayanti 

(2013) adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang 

mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang strategis 

dalam menentukan sehat tidaknya suatu organisasi. Pengembangan 



 
 
 

SDM yang terencana dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang 

mutlak terutama untuk masa depan organisasi. Sumber daya yang 

menggerakkan dan mengarahkan organisasi, sumber daya manusia harus 

selalu diperhatikan, dijaga, dipertahankan serta dikembangkan oleh 

organisasi (Pfeffer & Salancik, dalam Noviawan, 2013). 

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya 

manusia. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di 

komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan 

sumber daya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak 

akan berjalan efektif dan efisien. Peran penting sumber daya manusia 

harus diiikuti diberikannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam sebuah organisasi, keberadaan SDM yang berkompeten 

sangat penting demi menunjang kemajuan sebuah organisasi. Dengan 

tercukupinya SDM yang berkualitas, maka organisasi memiliki potensi 

lebih untuk berkembang. Sumber Daya Manusia (SDM) dimana 

keberadaannya dikatakan penting, karena menentukan berkembang atau 

tidaknya sebuah organisasi. Menurut William R. Tracer dalam “The 

Human Resources Glosarium”, SDM merupakan orang-orang yang 

menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi di dalam perusahaan. 

Singkatnya SDM merujuk pada semua orang yang dipekerjakan, atau 

dengan kata lain, karyawan. Sonny Sumarsono (2003) mendefinisikan 

SDM, sebagai suatu usaha kerja atau jasa yang diberikan dengan tujuan 

melakukan proses produksi. Dalam arti lain, SDM adalah kualitas usaha 

yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk 

menghasilkan jasa atau barang. 

Selain itu, Hasibuan (2003) mendefinisikan SDM sebagai sebuah 

keahlian terpadu yang mana berasal dari daya pikir serta fisik yang 

dilakukan oleh setiap orang. Agar keahlian bisa mencapai prestasi kerja 

perlu dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk mencapainya. 



 
 

Demikian juga pengertian SDM menurut The Chartered Institute of 

Personnel and Development (CIPD), adalah suatu strategi perencanaan, 

pelaksanaan , dan pemeliharaan yang bertujuan untuk, mengelola 

manusia, yang memiliki kinerja usaha maksimal termasuk pada kebijakan 

pengembangan serta proses untuk mendukung strategi. Terlepas dari 

beberapa pengertian mengenai SDM yang telah dijabarkan diatas, dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa keberadaan SDM memang menjadi sesuatu 

yang mutlak dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pasalnya, SDM 

merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, 

keterampilan, pengetahuan, dan kreatifitas. Tujuan dari SDM adalah 

untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan memaksimalkan efisiensi 

dan kinerja orang-orang, dan dibarengi dengan pengembangan 

pengetahuan dan keahlian. Dalam kondisi lingkungan tersebut, manjemen 

dituntut untuk mengembangkan cara baru untuk mempertahankan 

anggota organisasi pada produktivitas tinggi serta mengembangkan 

potensinya agar memberikan kontribusi maksimal pada organisasi. 

Masalah sumber daya manusia yang kelihatannya hanya merupakan 

masalah internal dari suatu organisasi sesungguhnya mempunyai 

hubungan yang erat dengan masyarakat luas sebagai pelayanan publik 

yang diukur dari kinerja. 

Menurut Herawati (2018) bahwa sumber daya manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki oleh individu. 

Sumber daya manusia di pandang sebagai kemampuan yang dimiliki 

manusia untuk didayagunakan dan untuk menjalankan suatu organisasi 

atau urusan, sehingga berdaya guna atau berhasil guna. Ini berarti bahwa 

manusia memiliki kemampuan yang perlu dikembangkan untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah di rencanakan. Manajemen sumber daya 

manusia adalah suatu kegiatan mengatur hubungan kerja dan juga peran 

individu atau sumber daya 



 
 

 
manusia di dalam sebuah organisasi secara efektif dan juga efisien 

dengan tujuan agar tercapainya tujuan bersama dari organisasi dan juga 

karyawan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik di dalam sebuah 

organisasi pelayanan publik akan menjadi aset yang dapat menghasilkan 

pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik yang baik, sehingga akan 

melahirkan image yang baik pula terhadap organisasi pelayanan publik. 

SDM yang mampu dan memiliki pengetahuan, serta keterampilan (skill) 

yang baik akan menjadi keunggulan kompetitif dalam penyelenggaran 

pelayanan publik, dan masyarakat akan merasa puas serta merasa mudah 

dalam mendapatkan hak dan kebutuhan dasarnya. Dan pada akhirnya 

SDM akan menjadi sumber daya inovasi perusahaan/organisasi yang 

paling penting (Gupta and Singhal, 1993). 

Namun, fakta dilapangan sungguh sangat jauh berbeda dengan 

yang diharapkan. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan akan kurang 

baiknya pelayanan yang diberikan kepada mereka yang datangnya dari 

SDM yang seharusnya mampu membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dasar dan haknya. Keluhan-keluhan masyarakat ini disinyalir 

merupakan akibat dari kurang memadainya kondisi maupun kemampuan 

SDM di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik. Seperti dapat 

dilihat dari tabel berikut, yaitu kondisi sumber daya manusia yang ada di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Rawas Utara, sebagai berikut : 



 
Tabel 1.1 

Daftar Kondisi Sumber Daya Manusia 

di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

 
 

NO 
 

JABATAN 
KONDISI SDM 

SAAT INI KEBUTUHAN 

1. Kepala Dinas 1 1 

2. Sekretaris 1 1 

3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 1 1 

4. Kepala Bidang Pencatatan Sipil 1 1 

5. Kepala Bidang PIAK 

dan Pemanfaatan Data 
1 1 

6. Kepala Seksi 1 9 

7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1 1 

8. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 1 1 

9. Staf Seksi 2 9 

10. Bendahara Pengeluaran 1 1 

11. Subbag Umum dan Kepegawaian 0 2 

12. Subbag Perencanaan dan Keuangan 0 2 

JUMLAH 11 30 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas Utara, Tahun 
2023 

 
 

Sumber Daya Manusia sebagai komponen terpenting dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Organisasi dinyatakan berhasil jika kualitas 

sumber daya manusianya sangat baik. Sumber Daya Manusia yang baik 

akan menunjang peralatan, perencanaan dana yang telah di rencanakan 

dengan baik. Kualitas Sumber Daya Manusia yang baik penting dimiliki 

oleh setiap pegawai agar pekerjaan yang telah direncanakan bisa 

terpenuhi atau tercapai dengan baik. Kualitas Sumber Daya Manusia 

sebagai faktor yang dapat meningkatkan Pelayanan Publik. Pelayanan 

Publik yang baik dapat diukur dari hasil positif yang berdampak terhadap 

pegawai itu sendiri maupun 



 
 

lingkungan kerjanya. 

Begitu juga kondisi Sumber daya manusia yang ada di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, masih 

terlihat kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kependudukan 

kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kesan tersebut juga 

terlihat dari adanya keluhan masyarakat setempat mengenai pelayanan 

yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Musi Rawas Utara. Seperti kehandalan petugas pelayanan yang masih 

kurang ramah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sehingga 

masyarakat kurang nyaman dengan pelayanan yang kurang ramah, serta 

SOP yang ditetapkan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga pelayanan 

terhadap masyarakat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. 

Kemudian, tidak adanya kejelasan dari pegawai dalam menyelesaikan 

layanan yang diberikan petugas, sehingga masyarakat harus menunggu 

dengan waktu yang lama, Kurangnya kompeten pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan ketanggapan para pegawai 

serta sikap ramah yang masih jauh kurangnya dan terkesan galak dalam 

membantu masyarakat untuk memenuhi dokumen kependudukan. 

Serta kondisi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang 

sering terjadi mutasi atau perpindahan lokasi kerja, juga menyebabkan 

selalu terjadi perubahan di kantor, berdampak pada pelayanan, 

Rendahnya komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan dan 

menjalankan SOP yang sudah ada di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara. Begitu juga dengan 

kondisi sumber daya manusia atau aparatur yang ada di Kantor Dinas, 

terlihat dari tabel diatas bahwa jumlahnya dibutuhkan sangat jauh kurang 

memadai, padahal jumlah masyarakat yang akan melakukan pelayanan 

administrasi kependudukan sangatlah banyak dan disaat-saat tertentu 

jumlah masyarakat yang melakukan 



 
 

 
pelayanan akan sangat ramai, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam 

pemberian pelayanan maupun penyelesaian proses pelaksanaan 

penerbitan maupun pengeluaran dokumen kependudukan. Kuantitas 

maupun kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas 

dari pelayanan yang ada, untuk keadaan saat ini di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu jumlah pegawai maupun 

kualitas dari pegawai nya masih sangat kurang memadai, yang mana 

kondisi perputaran atau rotasi pejabat struktural yang hampir setiap tahun 

dilaksanakan, serta pegawai pendukung yang sering juga terjadi 

pergantian, maka pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan 

juga akan berdampak buruk dan akan terus terjadi perubahan maupun 

adaptasi-adaptasi agar mampu menyelesaikan permasalahan yang setiap 

tahunnya terjadi. 

 
1.1.2. Sarana dan prasarana yang belum memadai 

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang 

sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan (Clow:1998) dan 

(Febriani:2012) yang menyatakan bahwa kualitas jasa lebih sukar untuk 

dievaluasi dibandingkan dengan kualitas barang. 

Menurut Agus (2005:112), sarana adalah sesuatu yang diperlukan 

dalam segala jenis kegiatan, sehingga sangat penting dalam memberikan 

motivasi masyarakat untuk selalu kembali mengunjungi, sehingga tujuan 

dapat tercapai dengan baik yakni menarik minat masyarakat untuk 

kembali mengunjungi. 

Menurut moenir (2006) sarana adalah segala jenis peralatan yang 

berfungsi sebagai alat utama/alat langsung untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan prasarana adalah seperangkat alat yang berfungsi secara tidak 

langsung untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

sarana merupakan perlengkapan yang layak untuk mendukung kegiatan 

atas pelayanan administrasi kependudukan yang sifatnya 



 
 

inamis, dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan 

wajib untuk dipelihara demi kenyamanan bagi masyarakat sebagai 

penerima pelayanan dan petugas yang memberikan pelayanan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Prasarana merupakan peralatan, perlengkapan atau alat yang dipakai 

petugas pelayanan guna memudahkan pelayanan administrasi 

kependudukan. 

Sarana prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat 

mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai 

tujuan, sedangkan menurut Subroto di dalam Arianto (2008), fasilitas 

adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar 

pelaksanaan suatu usaha dapat benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi 

tentang fasilitas, menurut Arikunto dalam Arianto (2008) berpendapat, 

fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan 

memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat 

memudahkan dan memperlancar usaha ini dapat berupa benda-benda 

maupun uang. Jadi, dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana 

yang ada di organisasi tersebut. 

Menurut Agus (2005:98) prasarana adalah segala sesuatu yang 

diperlukan dalam kegiatan perusahaan, mudah dipindah (bisa semi 

permanen) dan perkakas yang biasanya tidak dipindahkan agar tidak 

mudah rusak, kecuali kalau tempatnya terbatas, sehingga harus bongkar 

pasang. Prasarana juga bisa bersifat permanen atau tidak bisa dipindah. 

Prasarana adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar 

pelaksanaan satu usaha yang dapat berupa benda dan mudah dan lancar 

dalam pelaksanaan satu usaha yang dapat berupa benda. Melengkapi atau 

memelihara sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam menciptakan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan pengamatan di Kantor Dinas Kependudukan dan 



 
 

 
Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa sarana dan 

prasarana yang ada belum memadai untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat setempat. Masih banyak sarana prasarana dan fasilitas yang 

ada, yang sangat jauh dari kata nyaman, sehingga petugas pemberi 

pelayanan atau pegawai kantor tidak dapat bekerja secara maksimal dan 

juga penerima pelayanan merasa kurang nyaman di tempat. 

Seperti komputer untuk pelayanan hanya tersedia beberapa dan 

itu pun sudah ada yang tidak layak lagi untuk digunakan, sehingga 

mengganggu jam pelayanan kepada masyarakat dan menyebabkan waktu 

pelayanan menjadi lebih lama, alat perekam data kependudukan hanya 

sedikit yang bisa berfungsi hingga menyebabkan antrian panjang, blanko 

e-KTP yang tersedia hanya sedikit sekali, sehingga bagi penduduk yang 

akan melakukan perekaman data kependudukan hanya dibatasi atau 

diberikan kuota. Kendala-kendala tersebut membuat proses pelayanan 

administrasi kependudukan sangat-sangat jauh dari kata memadai, semua 

proses pelayanan menjadi lambat dan memakan waktu berhari-hari, 

padahal cita-cita pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan 

perundang-undang untuk membuat semua proses pelayanan publik bisa 

dilakukan dengan cepat, mudah dan transparan. 

Berikut juga hal yang menjadi kendala dan penyebab kemacetan 

dalam proses pelayanan, yakni jaringan data atau jaringan internet. 

Jaringan internet tersebut merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini, 

karena semua data kependudukan terkoneksi ke pusat data yang ada di 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri RI di Jakarta, karena jika dilakukan manual, maka akan 

memakan waktu lebih lama lagi. Apalagi jika akan dilakukan pelayanan 

administrasi kependudukan secara daring, maka jaringan internet 

merupakan hal pokok yang harus terpenuhi terlebih dahulu. 



 
 

 
Oleh sebab itu, peran penting penggunaan teknologi sangat 

dibutuhkan dalam proyeksi pelayanan administrasi kependudukan secara 

daring di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kurang maksimalnya 

penyediaan teknologi yang menunjang pelayanan dapat mengganggu 

proses pelayanan yang ada dan mengganggu pelayanan yang lain, karena 

hampir semua pelayanan publik terintegrasi menjadi satu kesatuan. 

Masih terdapat banyak kendala lain juga termasuk kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 

merupakan salah satu penyebab lambannya pergerakkan pelaksanaan 

program pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab sebagai 

penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan masih banyak masyarakat 

yang belum memiliki dokumen kependudukan sedini mungkin. Ini juga 

menjadi penyebab implementasi pelayanan administrasi kependudukan 

secara daring sangat lambat dalam pelaksanaannya atau jalan ditempat 

tanpa progres yang jelas. 

 
Tabel 1.2 

Daftar Sarana Dan Prasarana 

Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Musi Rawas Utara 

 
 

NO 
 

NAMA BARANG 
JUMLAH 

SAAT INI BISA 
DIGUNAKAN KEBUTUHAN 

1. Camera video (perekaman e-KTP) 6 2 10 
2. Tripod camera (perekaman e-KTP) 3 1 10 
3. Peralatan cetak lainnya (peralatan 

antrian pengunjung) 1 0 3 

4. Genset 4 1 5 
5. Komputer jaringan lainnya 1 1 10 
6. PC unit 20 7 20 
7. Laptop 15 5 20 
8. Card reader (alat perekaman e-KTP) 11 3 10 
9. Speaker komputer 1 0 15 
10. Printer printer percetakan e-KTP, 

KIA, dll 26 8 30 

11. Scanner (irish scan alat perekaman e- 6 1 10 
 



 
 
 
 

 KTP)    
12. Peralatan personal komputer lainnya 

(finger print, singanture pad, case box, 
usb hub) 

22 7 20 

13. Server 1 1 5 
14. Wireless access point 1 1 5 
15. Peralatan komputer lainnya 1 1 5 
16. Papan pengumuman 1 1 5 
17. Meja kerja kayu 28 15 35 
18. Kursi besi 8 5 20 
19. Kursi plastik 12 6 30 
20. Kursi lipat 10 5 30 
21. Sofa 1 1 5 
22. Ac window 3 2 10 
23. Kipas angin 14 4 15 
24. Sound system 1 1 5 
25. ups 0 0 10 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas Utara 
 
 

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa terdapat beberapa sarana 

dan prasarana yang sudah tidak bisa lagi untuk digunakan sebagaimana 

mestinya dalam menunjang keberlangsungan kegiatan pelayanan di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Rawas Utara. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peremajaan terhadap 

sarana dan prasarana yang ada, agar pelayanan administrasi 

kependudukan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Meskipun 

pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara daring, namun 

pemohon tetap untuk datang ke kantor Dinas, dikarenakan untuk 

pelayanan e-KTP harus dilakukan tatap muka secara langsung. Khusus 

pelayanan e-KTP akan dilakukan perekaman data mulai dari mata, sidik 

jari dan tandatangan sebagai informasi data yang akan disimpan dalam 

database kependudukan secara nasional. Namun bagi, pelayanan yang 

lainnya hanya melalui daring, kecuali pelayanan tertentu yang diharuskan 

untuk melakukan tatap muka secara langsung. 

Untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara 

daring harus didukung dengan beberapa sarana yang cukup signifikan, 

seperti jaringan internet, jaringan kelistrikan, UPS 



 
 

 
(uninterruptible power supply), perangkat komputer, ruangan khusus 

server, dan sarana prasarana pendukung lainnya. 

Jaringan internet merupakan sarana vital yang mendukung 

pelayanan secara daring, karena semua dilakukan secara online dan itu 

membutuhkan jaringan internet sebagai tonggak utama untuk 

melaksanakan pelayanan secara daring. Maka kualitas dari jaringan 

internet dapat menentukan, terlaksana dengan baik atau tidaknya 

pelayanan tersebut. Seperti diketahui dari observasi awal dilapangan, 

bahwa kualitas jaringan internet di Kabupaten Musi Rawas Utara masih 

sering terjadi gangguan, serta kualitas nya yang tidak maksimal juga 

menjadi kendala dalam penerapan pelayanan secara daring. Belum lagi 

jaringan kelistrikan atau listrik juga berpengaruh terhadap pelayanan 

secara daring, yang mana kualitas jaringan listrik disana masih sangat 

kurang, masih sering terjadi pemadaman yang cukup lama dan beberapa 

desa jaringan listriknya masih sangat buruk. Kualitas listrik disana juga 

masih rendah, karena sering terjadi pemadaman yang tidak dilakukan 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Rawas Utara tidak memiliki UPS sebagai daya cadangan, agar pelayanan 

tetap bisa dilakukan, meskipun listrik padam. Dikarenakan pemdaman 

yang sering terjadi juga, menyebabkan komputer, baik itu pelayanan 

maupun server banyak yang rusak, karena mulai daya listrik yang naik 

turun maupun yang sangat rendah. Serta sarana dan prasarana seperti 

ruangan khusus server tidak dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara. 

Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 

strategi dalam menghadapi semua kekurangan yang terjadi di lapangan, 

baik itu jaringan internet, jaringan listrik, komputer, dan sebagainya, agar 

pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi hal-hal yang bisa menghambat 

pelayanan. Namun, kekurangan ini juga yang menyebabkan 

keterlambatan semua pelayanan, meskipun masih 



 
 

banyak lagi sarana dan prasarana maupun pendukung lainnya yang 

menyebabkan pelayanan terhenti atau memakan waktu yang cukup lama. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah 

yang akan penulis lakukan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Rawas Utara ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi 

Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas 

Utara ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui bagaimana implementasi Permendagri Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas 

Utara. 



 
 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

referensi pemikiran dalam ilmu administrasi publik khususnya 

dalam hal penerapan implementasi kebijakan publik terkait 

peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan 

secara daring. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

masukan maupun rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara dalam 

menjalankan implementasi kebijakan terkait peningkatan 

pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring. 



 

 
DAFTARl  PUSTAKA 

 
BUKU 

Agustino,l  L.l  (2016).l  Dasar-dasarl  kebijakanl  publikl  (Edisil  Revisi).l  Bandung:l  

Alfabeta. 

Agusl  Dwiyanto.l  (2005).l  Mewujudkanl  Goodl  Governancel  melaluil  Pelayananl  

Publik.l  Gadjahl  Madal  Universityl  Pressl  :l  Yogyakarta. 

Alamsyah,l  K.l  (2016).l  Kebijakanl  Publikl  Konsepl  danl  Aplikasi.l  Kebijakanl  Publikl  

Konsepl  Danl  Aplikasi,l  5–10.l  http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Bukul  

Kebijakanl  Publikl  REVl  15l  nov.pdf 

Alfatih,l  A.l  (2010).l  Implementasil  danl  kebijakanl  danl  pemberdayaanl  

masyarakat.UNPADl  PRESS. 

Alfatih,l  A.l  (2016).l  Dasar-l  dasarl  metodologil  penelitianl  sosial.l  Universitasl  

Sriwijaya. 

Asyari,l  Adilal  Almasl  Hasnal  danl  Nugraheni,l  Anjarl  Sril  Ciptorukmi.l  (2021).l  

Problematikal  implementasil  Peraturanl  Menteril  Dalaml  Negeril  Nomorl  7l  

Tahunl  2019l  tentangl  Pelayananl  Administrasil  Kependudukanl  Secaral  Daringl  

dil  Dinasl  Kependudukanl  danl  Pencatatanl  Sipill  Grobogan.l  Jurnall  Inovasil  

Penelitian. 

Amalia,l  L.l  &l  Herawati,l  E.l  (2018).l  Hubunganl  pengetahuanl  danl  sikapl  denganl  

pelaksanaanl  perawatanl  metodel  kanguru.l  Jurnall  Pendidikanl  Keperawatanl  

Indonesia. 

Dye,l  R.l  T.l  (2005).l  Understandingl  Publicl  Policy,l  byl  Personl  Education.l  Inl  Inc,l  

UpperSaddlel  River,l  Newl  Jersey,l  USA. 

Febriani,l  V.A.l  (2012).l  Analisal  pengaruhl  kualitasl  pelayananl  terhadapl  kepuasanl  

konsumen.l  Skripsi,l  programl  sarjanal  Fakultasl  Ekonomikal  danl  Bisnisl  

Universitasl  Diponegoro,l  Semarang. 

Gupta,l  Al  danl  Singhal,l  A.l  (1993).l  Managingl  Humanl  Resourcesl  forl  Innovationl  

andl  Creativity,l  Researchl  Technologyl  Management. 

Hasanah,l  H.l  (2017).l  Teknik-teknikl  observasil  (sebuahl  alternatifl  metodel  

pengumpulanl  datal  kualitatifl  ilmu-ilmul  sosial. 

Hasibuan,l  Malayul  S.P.l  (2003).l  Manajemenl  Sumberl  Dayal  Manusia.l  Bumil  Aksara 

http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku


 

:l  Jakarta. 
Iasha,l  Citral  danl  Wulandari,l  Putri.l  (2022).l  Implementasil  Peraturanl  Menteril  Dalaml  

Negeril  Nomorl  7l  Tahunl  2019l  tentangl  Pelayananl  Administrasil  

Kependudukanl  Secaral  Daring. 

Jenkins,l  B.l  (1997).l  Policyl  analysis:l  Modelsl  andl  approaches.l  Thel  Policyl  Process:l  

Al  Reader,l  2. 

Kadji,l  Y.l  (2015).l  Formulasil  danl  Implementasil  Kebijakanl  Publik,l  Kepemimpinanl  

danl  Perilakul  Birokrasil  dalaml  Faktal  Realitas.l  Inl  Gorontalo:l  UNGl  Pressl  

Gorontalo. 

Kurtzl  danl  Clow.l  (1998).l  Servicel  marketing.l  Jhonl  Wilwyl  &l  Sonsl  Incl  :l  Newl  York. 

Miles,l  M.B.,l  Huberman,l  A.M.l  &l  Saldana,l  J.l  (2014).l  Qualitativel  Datal  Analysis,l  Al  

Methodsl  Sourcebook,l  Editionl  3.l  Sagel  Publications:USA.l  Terjemahanl  Tjetjepl  

Rohidin,l  UI-Press. 

Moenir.l  (2006).l  Manajemenl  Pelayananl  Umuml  dil  Indonesia.l  Bumil  Aksaral  :l  Jakarta 

Mansien, Ashara Putra. (2020). Problematika kewenangan 

administrasil  kependudukanl  sesuail  Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  40l  Tahunl  

2019. 

Noviawan,l  R.l  A.l  (2013).l  Pengaruhl  Mekanismel  Corporatel  Governancel  danl  

Strukturl  Kepemilikanl  Terhadapl  Kinerjal  Keuangan. 

Nugrahani,l  F.,l  &l  Hum,l  M.l  (2014).l  Metodel  Penelitianl  Kualitatifl  dalaml  Penelitianl  

Pendidikanl  Bahasa.l  Surakarta:l  Cakral  Books. 

Nugroho,l  R.l  (2020).l  Publicl  Policyl  6-Edisil  Revisi.l  Elexl  Medial  Komputindo.l  

Nugroho,l  R.l  (2004).l  Kebijakanl  Publikl  :l  Formulasi,l  Implementasil  danl  Evaluasi. 

Elexl  Medial  Komputindol  :l  Jakarta. 
N.l  C.l  Verentl  danl  A.S.D.l  Dyahl  danl  Suharsol  danl  Budiharto.l  (2020).l  Efektivitasl  

Permendagril  Nomorl  7l  Tahunl  2019l  tentangl  Pelayananl  Administrasil  

Kependudukanl  Secaral  Daringl  (Studil  dil  Disdukcapill  Kotal  Magelangl  dalaml  

rangkal  mewujudkanl  Goodl  Governance).l  Borobudurl  Lawl  Review. 

Nilamsari,l  Natali.l  (2014).l  Memahamil  studil  dokumenl  dalaml  penelitianl  kualitatif. 

Wacanal  Voll  XII. 

Ningrum, Widya Triad dan Atthahara, Haura dan Azizah, Ani Nurdiani. (2022). 

Kualitas pelayanan publik secara daring pada masa pandemi Covid-19 di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah 



 

Wahanal  Pendidikan. 

Ningsih,l  Wulanl  Krismiati.l  (2022).l  Penerapanl  Peraturanl  Menteril  Dalaml  Negeril  

Nomorl  7l  Tahunl  2019l  dalaml  rangkal  efisiensil  pelaksanaanl  pelayananl  

administrasil  kependudukanl  secaral  daringl  dil  Kabupatenl  Asahan.l  Jurnall  

Ilmiahl  Mahasiswal  Ilmul  Sosiall  danl  Politik. 

Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  37l  Tahunl  2007l  tentangl  Pelaksanaanl  Undang-l  

Undangl  Nomorl  23l  Tahunl  2006l  tentangl  Administrasil  Kependudukan 

Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  102l  Tahunl  2012l  tentangl  Perubahanl  atasl  Peraturanl  

Pemerintahl  Nomorl  37l  Tahunl  2007l  tentangl  Pelaksanaanl  Undang-Undangl  

Nomorl  23l  Tahunl  2006l  tetangl  Administrasil  Kependudukan 

Peraturanl  Pemerintahl  Nomorl  40l  tahunl  2019l  tentangl  Pelaksanaanl  

Undang-Undangl  Nomorl  23l  Tahunl  2006l  tentangl  Administrasil  

Kependudukanl  sebagaimanal  telahl  diubahl  denganl  Undang-Undangl  Nomorl  

24l  Tahunl  2013l  tentangl  Perubahanl  atasl  Undang-Undangl  Nomorl  23l  Tahunl  

2006l  tentangl  Administrasil  Kependudukan 

Peraturanl  Presidenl  Nomorl  95l  Tahunl  2018l  tentangl  Sisteml  Pemerintahanl  Berbasisl  

Elektronik 

Peraturanl  Presidenl  Nomorl  62l  Tahunl  2019l  tentanl  Strategil  Nasionall  Percepatanl  

Administrasil  Kependudukanl  untukl  Pengembanganl  Statistikl  Hayati 

Peraturanl  Menteril  Dalaml  Negeril  Nomorl  7l  tahunl  2019l  tentangl  Pelayananl  

Administrasil  Kependudukanl  Secaral  Daring 

Purwanto,l  E.l  A.,l  &l  Sulistyastuti,l  D.l  R.l  (2012).l  Implementasil  kebijakanl  

publik:konsepl  danl  aplikasinyal  dil  Indonesia.l  Penerbitl  Gaval  Media. 

Ripley,l  R.l  B.l  (1986).l  Policyl  Implementationl  andl  bureaucracyl  (secondl  edi).l  Thel  

Dorseyl  Press. 

Rihyanti,l  Erni.l  (2022).l  Pengembanganl  sisteml  administrasil  kependudukanl  secaral  

daringl  padal  Kelurahanl  Mangarail  Jakarta.l  Jurnall  Liaisonl  Jornall  ofl  Bestl  Vol.l  

1,l  No.l  1. 

Sam,l  Arianto.l  (2008).l  Pengertianl  Fasilitasl  Belajar. 

Sedarmayanti.l  (2013).l  Manajemenl  Sumberl  Dayal  Manusia.l  Refikal  Aditamal  :l  

Bandung. 

Sumarsono,l  Sonny.l  (2003).l  Ekonomil  Manajemenl  Sumberl  Dayal  Manusial  danl  

Ketenagakerjaan.l  Grahal  Ilmul  :l  Yogyakarta. 



 

Sugiyono.l  (2010).l  Metodel  Penelitianl  Pendidikanl  Pendekatanl  Kuantitatif,l  

Kualitatif,l  danl  R&D.l  Alfabetal  :l  Bandung. 

Salam,l  Mellal  Alkhoril  Datusl  danl  Rosy,l  Brillian.l  (2022).l  Pengaruhl  saranal  

prasaranal  danl  kualitasl  pelayananl  administrasil  Dinasl  Kependudukanl  danl  

Pencatatanl  Sipill  terhadapl  kepuasanl  masyarakat.l  Jurnall  manajemenl  sumberl  

dayal  manusia,l  administrasil  danl  pelayananl  publikl  Universitasl  Binal  Tarunal  

Gorontalo. 

Siregar,l  Marial  J.l  danl  Mayal  J.l  danl  Siahaan,l  Risdalinal  N.l  danl  K.M.l  Indra.l  (2021).l  

Implementasil  Peraturanl  Menteril  Dalaml  Negeril  Nomorl  7l  Tahunl  2019l  

tentangl  Pelayananl  Administrasil  Kependudukanl  Secaral  Daringl  padal  Dinasl  

Kependudukanl  danl  Pencatatanl  Sipill  Kabupatenl  Labuhanl  Batu.l  Jurnall  

Ilmiahl  Advokasi. 

Taufiqurokhman.l  (2014).l  Kebijakanl  Publikl  Pendelegasianl  Tanggungl  Jawabl  

Negaral  Kepadal  Presidenl  Selakul  Penyelenggaral  Pemerintahanl  (Pertama).l  

Fakultasl  Ilmul  Sosiall  danl  Ilmul  Politikl  Universitasl  Moestopol  Beragamal  

(Pers).l  Tumbuan,l  A. 

Undang-Undangl  Nomorl  23l  Tahunl  2006l  tentangl  Administrasil  Kependudukanl  

Undang-Undangl  Nomorl  24l  Tahunl  2013l  tentangl  Perubahanl  atasl  Undang-Undang 

Nomorl  23l  Tahunl  2006l  tentangl  Administrasil  Kependudukan 

Veithzal,l  Rivai.l  2014.l  Manajemenl  Sumberl  Dayal  Manusial  untukl  Perusahaan.l  PT.l  

Rajal  Grafindol  Persadal  :l  Depok. 

Wahab,l  S.l  A.l  (2021).l  Analisisl  kebijakan:l  daril  formulasil  kel  penyusunanl  model-l  

modell  implementasil  kebijakanl  publik.l  Bumil  Aksara. 

Widodo,l  J.l  (2021).l  Analisisl  kebijakanl  publik:l  Konsepl  danl  aplikasil  analisisl  prosesl  

kebijakanl  publik.l  Medial  Nusal  Creativel  (MNCl  Publishing). 

Wahyuni,l  Germanal  Cicit.l  Pelaksanaanl  Permendagril  Nomorl  7l  Tahunl  2019l  tentangl  

Pelayananl  Administrasil  Kependudukanl  Secaral  Daringl  dil  Kotal  Denpasar.l  

Jurnall  Kerthal  Desa. 

Y,l  A.l  awan,l  &l  Yudi,l  Y.l  (2016).l  Teoril  Danl  Analisisl  Kebijakanl  Publikf.l  Anggotal  

Ikatanl  Penerbitl  Indonesial  (IKAPI). 


